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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian di PT. Azindo Gunung Kleco  mengenai 

transaksi yang terkait dengan PPN, mekanisme PPN serta pencatatan akuntansi 

atas PPN maka, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. PT. Azindo Gunung Kleco mengenakan PPN 10% atas Jasa 

pengendalian hama dan Cleaning service kepada client yang 

merupakan PKP dan Bendahara Pemerintah. Bukti adanya pengenaan 

PPN yaitu dengan menerbitkan faktur pajak yang dibuat melalui 

aplikasi e-tax. Setelah menerbitkan faktur pajak, PT. Azindo Gunung 

Kleco mencatat besarnya utang PPN tersebut. Namun, pencatatan 

tesebut ditulis sebesar utang PPN tanpa adanya Dasar Pengenaan Pajak 

serta tidak adanya pemisahan antara subjek pajak pemerintah dan non 

pemerintah. Akibatnya perusahaan sering mengalami kesalahan dalam 

mengisi jumlah utang PPN pada saat membuat SSP.  

2. Akuntansi atas PPN pada  dasarnya tidak diatur dalam undang-undang 

perpajakan maupun kebijakan akuntansi sehingga, banyak perusahaan 

yang melakukan pencatatan akuntansi atas PPN sesuai dengan 

kemampuannya. Adanya pencatatan akuntansi atas PPN dapat 

membantu perusahaan untuk mengetahui pendapatan serta utang PPN 

yang sebenarnya. Pada penelitian ini, PT. Azindo Gunung Kleco tidak 
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melakukan pencatatan akuntansi atas PPN hal tersebut dikarenakan 

kurangnya pengetahuan akan hal tersebut. 

3. Rekonsiliasi fiskal merupakan peneyuasaian atas PPN keluaran dan 

PPN masukan. PT. Azindo Gunung Kleco tidak melakukan rekonsilasi 

atas PPN masukan dan PPN keluaran. Dengan adanya rekonsiliasi 

perusahaan dapat mengetahui berapa utang PPN yang belum dibayar 

dengan cara PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan sehingga, 

jika bernilai positif artinya PPN kurang bayar jika bernilai negatif 

artinya lebih bayar. PPN lebih bayar dapat dikompesasikan untuk masa 

PPN selanjutnya. 

 

5.2. Saran  

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan bagi 

perusahaan yang harus dipertimbangkan oleh PT. Azindo Gunung Klec : 

a. PT. Azindo Gunung Kleco harus melakukan pencatatan PPN 

dengan cara memisahkan subjek pajak pemungut dan bukan 

pemungut PPN untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

pembuatan SSP 

b. PT. Azindo Gunung Kleco harus membuat pencatatan akuntansi 

atas PPN serta rekonsiliasi atas PPN untuk mempermudah dalam 

menghitung pendapatan bersih dan PPN terutang. 

c. PT. Azindo Gunung Kleco sebaiknya memilih supplier yang 

merupakan PKP agar PT. Azindo Gunung Kleco pada saat 
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melakukan transaksi pembelian akan terkena PPN yang disebut 

PPN masukan dan dapat sebagai pengurang PPN keluaran. 

  

5.3. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan agardapat dijadikan acuan PT. Azindo 

Gunung Kleco dalam membuat pencatatan akuntansi atas PPN. Adanya penerapan 

akuntansi atas pajak pertambahan nilai akan mempermudah perusahaan dalam 

mengetahui besarnya pendapatan yang diterima sesungguhnya.
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